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ABSTRAK 

Perkembangan pemasaran digital yang semakin pesat menjadikan 

influencer sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam promosi produk 

skincare di media sosial. Besarnya pengaruh yang dimiliki influencer dalam 

membentuk opini dan keputusan konsumen membuat praktik promosi ini sering 

kali disertai klaim berlebihan (overclaim) maupun informasi yang menyesatkan 

(misleading information) yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Regulasi 

yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum secara tegas mengatur 

kedudukan influencer sebagai subjek hukum yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban. Akibatnya, masih terdapat kekosongan norma yang 

menyebabkan praktik promosi menyesatkan oleh influencer sulit dijangkau melalui 

mekanisme penegakan hukum yang ada. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. 

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan, 

yaitu deskripsi, interpretasi, dan evaluasi. Kerangka analisis penelitian dibangun 

melalui tiga teori yang saling berkaitan. Teori akad ijārah al-‘amal digunakan 

sebagai grand theory untuk menjelaskan hubungan hukum antara influencer dan 

pelaku usaha. Selanjutnya, teori pertanggungjawaban hukum digunakan sebagai 

middle theory untuk menganalisis konsekuensi yuridis atas pelanggaran kewajiban 

dalam praktik promosi digital. Teori perlindungan konsumen digunakan sebagai 

applied theory untuk menilai sejauh mana perlindungan hak konsumen dapat 

diwujudkan dalam praktik pemasaran digital. 

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, influencer dapat 

dimintai pertanggungjawaban melalui konstruksi perbuatan melawan hukum 

berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 28 ayat 

(1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan kewajiban 

melakukan verifikasi produk sebagai bentuk standar kehati-hatian. Namun 

penegakannya bersifat reaktif dan bergantung pada inisiatif korban dalam 

mengajukan gugatan.  Kedua, dalam perspektif akad ijārah al-‘amal, praktik 

overclaim mengandung unsur garar dan tadlīs yang dapat memengaruhi status akad 

serta menimbulkan persoalan terhadap legitimasi ujrah yang diterima influencer. 

Dalam konteks ini, kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār menegaskan adanya tanggung jawab 

influencer terhadap konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Ketiga, penelitian ini 

menegaskan perlunya pembentukan regulasi yang mengintegrasikan prinsip 

amanah, larangan garar, dan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār ke dalam sistem hukum 

positif guna memperkuat perlindungan konsumen dalam praktik promosi digital. 

 

Kata Kunci: Influencer, Promosi Skincare, Overclaim, Ijārah al-‘Amal, 

Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Konsumen. 
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ABSTRACT 

The rapid growth of digital marketing has made influencers key players in 

the promotion of skincare products on social media. Given the significant influence 

influencers have in shaping consumer opinions and decisions, this promotional 

practice is often accompanied by overclaims or misleading information, which can 

ultimately harm consumers. Current regulations, including both the Consumer 

Protection Act and the Electronic Information and Transactions Act, have not 

explicitly defined the legal status of influencers as legal entities that can be held 

accountable. As a result, there remains a regulatory gap that makes it difficult to 

address misleading promotional practices by influencers through existing law 

enforcement mechanisms. 

This study is a normative legal study that employs a statutory approach, a 

conceptual approach, and a case-based approach. The analysis of legal materials 

was conducted using a descriptive-qualitative method through three stages: 

description, interpretation, and evaluation. The research analytical framework was 

constructed based on three interrelated theories. The theory of ijārah al-‘amal 

contracts is used as the grand theory to explain the legal relationship between 

influencers and business operators. Furthermore, the theory of legal liability is 

used as the middle theory to analyze the legal consequences of breaching 

obligations in digital promotion practices. Meanwhile, the theory of consumer 

protection is used as the applied theory to assess the extent to which consumer 

rights protection can be realized in digital marketing practices. 

The results of this study reveal three main findings. First, influencers can be 

held liable through the legal construct of a tort under Article 1365 of the Civil Law 

and Article 28(1) of the Electronic Information and Transactions Law, with an 

obligation to verify products as a standard of due diligence. However, enforcement 

is reactive and depends on the victim’s initiative in filing a lawsuit. Second, from 

the perspective of the ijārah al-‘amal contract, the practice of overclaiming 

involves elements of garar and tadlīs that can affect the status of the contract and 

raise questions regarding the legitimacy of the ujrah received by the influencer. In 

this context, the principle of lā ḍarar wa lā ḍirār affirms the influencer’s liability 

toward consumers as the aggrieved party. Third, this study underscores the need to 

establish regulations that integrate the principle of amanah, the prohibition against 

garar, and the principle of lā ḍarar wa lā ḍirār into the positive legal system to 

strengthen consumer protection in digital promotional practices. 

 

Keywords: Influencer, Skincare Promotion, Overclaim, Ijārah al-‘Amal, Legal 

Liability, Consumer Protection. 
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SURAT PERSETUJUAN TESIS 
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MOTTO 

 فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا , إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا

Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan dan kesempitan itu terdapat 

kemudahan dan kelapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, pertolongan, 

dan kemudahan yang senantiasa diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan 

tesis ini dengan segala proses yang menyertainya. 

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, bapak 

Kusnandar dan Ibu Karyati, yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, 

kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak akan pernah dapat terbalaskan. Terima 

kasih karena selalu menjadi tempat pulang dan sumber kekuatan dalam setiap 

proses yang saya jalani. 

Kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang baik yang selalu hadir, terima kasih 

atas doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan selama proses 

penyusunan tesis ini. 

Untuk teman seperjuangan saya Bakri Agus Wijaya, L.c, terima kasih karena telah 

hadir menemani setiap proses, menjadi tempat berbagi cerita, memberi 

ketenangan di tengah lelah, serta selalu percaya bahwa saya mampu 

menyelesaikan perjalanan ini. 

Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah bertahan, belajar ikhlas, 

berproses, bangkit dari berbagai kesulitan, dan terus melangkah hingga sampai 

pada titik ini. 



 
 

viii 
 

 

Dan terakhir, karya ini saya persembahkan kepada almamater tercinta, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang telah menjadi tempat saya belajar, bertumbuh, 

dan memperoleh banyak pengalaman serta ilmu yang berharga. 

Semoga karya ini dapat menjadi langkah kecil yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal baik yang bernilai 

keberkahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 

dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب 

 Ta’ T Te ت 

 ’Ṡa ث 
Ṡ 

es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
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 ditulis  Sunnah سنة 

 ditulis  ‘Illah علة

 

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h  

 ditulis  al-Mā’idah المائدة

  ditulis  Islāmiyyah إسلامية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya). 

 
b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 

 ditulis Muqāranah al-Mażāhib مقارنة المذاهب 

 

IV. Vokal pendek 

1. ---- ََ ---- fatḥah  ditulis a  

2. ---- َِ ---- kasrah  ditulis  i  

3. ---- َُ ---- ḍammah  ditulis  u  

 

V. Vokal panjang  

1. Fatḥah + alif ditulis ā 

 
 إستحسان 

ditulis Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati ditulis ā 

 
 أنثى 

ditulis Unṡā 

3. Kasrah + yā’ mati ditulis ī 

 
 العلواني 

ditulis al-‘Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu mati ditulis ū 

 
 علوم 

ditulis ‘Ulūm 
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VI. Vokal rangkap  

1. Fatḥah + ya’ mati  

 غيرهم 

ditulis  

ditulis  

ai  

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati  

 قول

ditulis  

ditulis  

au  

Qaul  

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 ditulis  a’antum أأنتم 

 ditulis  u’iddat أعدت

 ditulis  la’in syakartum لإن شكرتم

 

VIII. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

  ditulis  Al-Qur’an القرآن

  ditulis  al-Qiyas القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

 ditulis  ar-Risālah الرسالة 

 ’ditulis  an-Nisā النساء

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis  Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي 

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة 

 ditulis Żawī al-Furūḍ ذوي الفروض 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan media sosial menyebabkan 

terjadinya perubahan pola pemasaran produk, termasuk produk skincare, dari 

model konvensional menuju strategi berbasis digital. Influencer muncul sebagai 

pihak ketiga yang menjembatani pelaku usaha dengan konsumen. Kedekatan 

emosional yang dibangun influencer dengan pengikutnya membuat rekomendasi 

influencer sering dipersepsikan sebagai informasi yang kredibel.1  Survei Digital 

Marketing Institute tahun 2025 menunjukkan bahwa 69% konsumen cenderung 

mempercayai rekomendasi influencer dalam menentukan pilihan produk.2 Dengan 

demikian influencer tidak hanya diposisikan sebagai perantara promosi, melainkan 

sebagai pihak yang berperan dalam pembentukan persepsi dan preferensi 

konsumen. 

Di balik peran tersebut, praktik promosi produk skincare di media sosial 

justru dihadapkan pada persoalan yang kompleks. Tidak sedikit konten promosi 

yang memuat klaim berlebihan (overclaim), informasi yang tidak lengkap, bahkan 

 
1Alya Syafira Khairunnisa, dkk., “Analisis Pengaruh Influencer Terhadap Keputusan 

Pembelian Skincare dan Make up di Kalangan Gen Z”, Jurnal Mahasiswa Kreatif, Vol. 2:3 (2024), 

hlm. 20. 

2 Digital Marketing Institute, 20 Surprising Influencer Marketing Statistics, 

https://digitalmarketinginstitute.com/blog/20-influencer-marketing-statistics-that-will-surprise-

you, di akses 27 Januari 2025. 

 

https://digitalmarketinginstitute.com/blog/20-influencer-marketing-statistics-that-will-surprise-you
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/20-influencer-marketing-statistics-that-will-surprise-you
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menyesatkan (misleading).3 Permasalahan tersebut tidak lagi terbatas pada aspek 

etika pemasaran, melainkan telah bergeser menjadi persoalan hukum, khususnya 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kejelasan pertanggungjawaban 

para pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, konsumen ditempatkan pada posisi 

yang rentan karena informasi yang diterima tidak diverifikasi secara memadai.4 

Permasalahan ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan temuan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang masih menemukan peredaran produk 

kosmetik berbahaya di pasaran, termasuk produk yang dipromosikan secara luas 

melalui media sosial. Praktik overclaim pada produk skincare seperti pemberian 

janji hasil instan tanpa dasar ilmiah, juga masih sering dijumpai dalam konten 

promosi influencer.5 Kondisi ini menunjukkan bahwa popularitas influencer kerap 

dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan terhadap produk, tanpa diimbangi 

dengan akurasi informasi yang memadai.6 

Fenomena tersebut juga diperkuat oleh berbagai temuan investigatif 

independen yang menemukan adanya penyimpangan antara klaim promosi dengan 

hasil uji laboratorium. Pada praktiknya, tidak semua influencer melakukan 

 
3 Putri Dewi Renggani dkk., “Eksploitasi Klaim Berlebihan dalam Etika Pemasaran dan 

Implikasi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen,” PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 

Vol. 2:4 (Juli 2025), hlm. 4167. 

 
4 Eliska Vioni and Ridha Wahyuni, “Protection of Consumers Using Beauty Products 

Promoted by Marketing Influencers: A Comparative Study of the United States – Indonesia,” Kirtha 

Bhayangkara, Vol. 19:1 (2025), hlm. 89. 

 
5 Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Daftar Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya 

dan/atau Dilarang Periode Juli-September,” https://share.google/9Din34JAAE0SAo7SO  di akses 

pada 18 November 2025. 

 
6 Hanny Handayani et al., “Analisis Pelanggaran Strategi Pemasaran Dalam Praktik 

Repackaging dan Overclaim terhadap Keputusan Pembelian Skincare Lokal,” Jurnal Ilmiah 

Multidisiplin, Vol. 1:4 (2025), hlm. 2301. 

 

https://share.google/9Din34JAAE0SAo7SO
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verifikasi terhadap legalitas produk, seperti nomor notifikasi BPOM atau 

kandungan bahan yang digunakan.7  Akibatnya, promosi yang disampaikan lebih 

berorientasi pada kepentingan komersial dibandingkan perlindungan konsumen.8  

Situasi ini diperparah oleh rendahnya literasi konsumen dalam menilai validitas 

informasi di media sosial.9  

Dari perspektif hukum, persoalan utama terletak pada ketidakjelasan 

kedudukan influencer dalam struktur pertanggungjawaban. Peraturan yang terdapat 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga saat ini belum secara tegas 

mengatur kedudukan influencer sebagai subjek hukum dalam praktik promosi 

digital. Akibatnya, celah normatif ditemukan dalam pengaturan tersebut, 

memungkinkan influencer menghindari pertanggungjawaban dengan alasan hanya 

bertindak sebagai penyampai informasi, meskipun secara faktual influencer 

berperan aktif dalam membangun klaim produk.10 

Dalam perspektif hukum Islam, kerja sama antara influencer dan pelaku 

usaha dapat dipahami melalui akad ijārah al-‘amal (sewa jasa). Dalam akad ini, 

 
7 Nila Muhedina Simarmata, Debora, dan Lesson Sihotang, “Influencer Responsibilities in 

Disseminating Product Information: Consumer Protection Perspective in Indonesia,” Journal of 

Legal and Cultural Analytics, Vol. 4:1 (Februari 2025), hlm. 397. 

 
8 Dzikra Atiqa, “Consumer Right to Information towards Product Endorsements by 

Influencers: Consumer Protection Law and Indonesian Advertising Ethics Perspective,” Widya 

Yuridika, Vol. 8:2 (September 2025), hlm. 490. 

 
9 Diva Fitaloka Oktaviani et al., “Pengawasan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin di Media 

Digital Melalui Platform Elamahamen,” Jurnal Usm Law Review, Vol. 8:3 (November 2025), hlm. 

1938. 

 

 10 Rizki Amaliasari dan Pande Yogantara S, “Kedudukan Hukum Influencer dalam Iklan 

Produk Kosmetika Menyesatkan”, Jurnal Kertha Negara, Vol. 9:10 (2021), hlm. 796. 
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penyedia jasa diposisikan sebagai pihak yang terikat pada prinsip amanah, yaitu 

sifat dapat dipercaya, kejujuran, dan keterbukaan dalam menjalankan pekerjaan. 11 

Oleh karena itu, penyampaian informasi yang tidak berdasarkan fakta, termasuk 

praktik overclaim, dapat dikategorikan sebagai bentuk tadlīs (penipuan) dan 

mengandung unsur garar, yakni ketidakpastian dan kurangnya pemahaman 

mengenai deskripsi suatu produk yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah 

satu pihak.12 Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya berdampak pada 

aspek etika, tetapi juga dapat berimplikasi pada keabsahan akad serta legitimasi 

imbalan (ujrah) yang diterima.13 

Ketiadaan pengaturan yang spesifik, disertai lemahnya standar verifikasi 

dalam praktik promosi digital, menyebabkan pola pelanggaran ini terus berulang.14 

Influencer berada dalam posisi ketidakpastian hukum, yaitu memiliki pengaruh 

besar terhadap keputusan konsumen, tetapi belum dibebani tanggung jawab hukum 

yang proporsional. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk 

merumuskan konstruksi hukum yang lebih jelas, baik dalam perspektif hukum 

 
11 Islamic Economics Project, “Amanah,” dalam Glossary of Islamic Economics, diakses 5 

Mei 2026, https://share.google/CwjKEMocmEfrGpfz2. 

 
12 Islamic Economics Project, “Garar,” dalam Glossary of Islamic Economics, diakses 5 

Mei 2026, https://share.google/CwjKEMocmEfrGpfz2. 

 
13 Desi Susanti et al., “Principles of Islamic Law in Activities Endorsement for Muslim 

Female Influencers: Study Based on Tafsir Al-Qur’an,” Hukum Islam, Vol. 24:2 (Desember 2024), 

hlm. 239. 

 
14 Nurzakiah Nurzakiah, Haris Haris, and Aprilia Bhirini Slamet, “Criminal Liability of 

Influencers for Misleading Endorsements: Strengthening Consumer Protection in the Digital Age in 

Indonesia,” in Proceedings of the 6th International Conference on Law Reform (INCLAR 2025), 

Vol. 969 (November 2025), hlm. 239–250. 
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positif maupun hukum Islam, untuk menjamin perlindungan konsumen secara lebih 

efektif.15 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji 

pertanggungjawaban hukum influencer dalam promosi produk melalui media 

sosial, serta untuk merumuskan pengaturan yang mampu memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan terhadap konsumen di era digital. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan dan batas pertanggungjawaban hukum influencer 

dalam promosi skincare yang mengandung overclaim dan informasi 

menyesatkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? 

2. Bagaimana keabsahan dan konsekuensi hukum atas promosi skincare oleh 

influencer yang tidak sesuai fakta dalam perspektif akad ijārah al-‘amal? 

3. Bagaimana pengaturan hukum yang ideal dalam menempatkan influencer 

sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab atas promosi skincare 

di era digital? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Menganalisis serta menegaskan kedudukan dan batas pertanggungjawaban 

hukum influencer dalam promosi produk skincare yang mengandung 

 
15 Zayyan Syafiqah Aggistri and Wilma Silalahi, “Perlindungan Konsumen terhadap Iklan 

Tidak Transparan oleh Influencerdi Tiktok dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” Jurnal 

Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol. 14:3 (Juni 2025), hlm. 1–8. 
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overclaim dan informasi menyesatkan menurut peraturan perundang-

undangan di Indonesia. 

b. Menganalisis keabsahan akad serta implikasi hukum dari promosi skincare 

oleh influencer yang tidak sesuai fakta dalam perspektif akad ijārah al-

‘amal. 

c. Merumuskan pengaturan hukum yang ideal dalam menempatkan 

influencer sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab atas 

promosi skincare di era digital. 

2. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan akan memberikan beberapa 

manfaat diantaranya sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap 

pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang perlindungan 

konsumen dan hukum ekonomi syariah, dengan memberikan analisis 

mengenai kedudukan serta batas pertanggungjawaban hukum influencer 

dalam praktik promosi produk di media sosial. Selain itu, perspektif 

hukum Islam juga diharapkan dapat diperkaya melalui kajian akad ijārah 

al-‘amal dalam konteks praktik endorsement digital yang berkembang 

pada era modern.  

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan 

bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas 
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terkait tanggung jawab hukum influencer dalam promosi skincare di media 

sosial. Bagi pelaku usaha dan influencer, pemahaman mengenai batasan 

hukum dan etika dalam kegiatan promosi agar tidak merugikan konsumen 

diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini. Bagi konsumen, 

pemahaman yang lebih kritis dalam menilai informasi produk yang 

disampaikan melalui media sosial juga diharapkan dapat ditingkatkan 

melalui penelitian ini. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian ini telaah pustaka bertujuan untuk menentukan 

kedudukan penelitian di antara kajian-kajian yang telah ada, sekaligus 

menegaskan kebaruan (novelty) yang ditawarkan. Beberapa penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa pertumbuhan media sosial telah mendorong perubahan 

signifikan dalam strategi pemasaran, khususnya pemanfaatan influencer sebagai 

sarana promosi produk. Studi Dwivedi et al. (2021) menemukan bahwa interaksi 

dua arah antara pelaku usaha dan konsumen terjadi di ranah digital marketing, 

sehingga meningkatkan keterlibatan dan loyalitas merek.16 Sejalan dengan itu, 

penelitian Janssen, Schouten, dan Croes (2022) menunjukkan bahwa kredibilitas 

influencer, jumlah pengikut, serta kesesuaian dengan produk berpengaruh 

signifikan terhadap sikap konsumen.17 Namun demikian, kedua penelitian 

 
16 Yogesh K. Dwivedi et al., “Setting the Future of Digital and Social Media Marketing 

Research: Perspectives and Research Propositions,” International Journal of Information 

Management, Vol. 59 (Augustus 2021). 

 
17  Loes Janssen, Alexander P. Schouten, and Emmelyn A. J. Croes, “Influencer Advertising 

on Instagram: Product-Influencer Fit and Number of Followers Affect Advertising Outcomes and 
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tersebut juga mengindikasikan adanya risiko ketika informasi yang disampaikan 

tidak akurat atau berlebihan.18  

Dalam konteks tersebut, sejumlah literatur menyoroti fenomena 

overclaim sebagai salah satu persoalan utama dalam promosi produk skincare. 

Seperti penelitian Sipahutar et al., yang menyatakan overclaim sebagai 

penyampaian klaim yang melebihi kemampuan nyata suatu produk, seperti janji 

hasil instan tanpa dasar ilmiah.19  Selain itu penelitian Zhi-xing Xu et al. dan 

Kailani menemukan bahwa paparan terhadap klaim berlebihan dapat 

membentuk ekspektasi yang tidak realistis pada konsumen,20  sehingga 

berpotensi menimbulkan kerugian baik secara finansial maupun psikologis.21 

Melalui kondisi tersebut, terlihat bahwa praktik promosi digital tidak hanya 

memiliki dampak terhadap perilaku konsumsi, tetapi juga berpotensi 

 
Influencer Evaluations via Credibility and Identification,” International Journal of Advertising, Vol. 

41:1 (Januari 2022), hlm. 101–127. 

 
18 Jennifer Angelyn Fukuraha and I Gusti Bagus Yosia Wiryakusuma, “Peran Kredibilitas 

Influencer Pada Hubungan Antara Over Endorsement Dan Niat Beli,” Sibatik Journal, Vol. 5:1 

(Desember 2025), hlm. 327–338. 

 
19 Pitra Regina Sipahutar, Roida Nababan, and Sovia F. T Simamora, “Legal Responsibility 

of Skincare Companies for Overclaim-Based Marketing Strategies (Misleading Benefits),” Journal 

of Legal and Cultural Analytics, Vol. 4:1 (Februari 2025), hlm. 489–500. 

 
20 Zhi-xing Xu, Ying Zhu, and Song Yang, “Tackling False Advertising and Strengthening 

Consumer Protection in Emerging Economies,” Journal of General Management, Vol. 50:4 (Juli 

2025), hlm. 319–332. 

 
21 Nuzumi Kailani, Safira Mustaqilla, and Nurul Fithria, “Perlindungan Konsumen 

Terhadap Produk Skincare Overclaim dalam Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah,” Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 6:2 

(Desember 2025), hlm. 447–470. 
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menimbulkan sengketa hukum akibat penyampain informasi yang 

menyesatkan.22 

Dari perspektif hukum, beberapa penelitian menekankan pentingnya 

perlindungan konsumen dalam ekosistem digital. Penelitian Yulianingsih dan 

Putra,23, serta Situngkir,24 menemukan bahwa di Indonesia perlindungan 

konsumen masih mengalami beberapa hambatan, antara lain lemahnya 

pengawasan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya 

koordinasi antar lembaga. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaturan 

hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menanggapi dinamika 

transaksi digital yang berkembang pesat, termasuk dalam praktik promosi 

berbasis influencer. 

Selanjutnya kajian mengenai tanggung jawab hukum influencer 

menunjukkan bahwa posisi influencer tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi 

hukum atas informasi yang disampaikannya. Penelitian Korompis et al.25 dan 

Widjaja et al.26 menemukan bahwa influencer bisa dimintai pertanggungjawaban 

 
22 Denise Dreist et al., “Greenwashing in Food Labelling: Consumer Deception by Claims 

of Climate Neutrality and the Importance of an Interpretative Labelling Approach,” Food Quality 

and Preference, vol. 122 (Januari 2025), hlm. 1-14. 

 
23 Sri Yulianingsih dan Rengga Kusuma Putra, “Analisis Yuridis tentang Perlindungan 

Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif”, Jurnal Ilmu Hukum dan 

Sosial, Vol. 2:3 (2024), hlm. 845. 

24 Andreas Henfri Situngkir, “Legal Protection for Consumers against the Distribution of 

Illegal Cosmetics in Online Stores”, Asian Journal of Healthcare Analytics (AJHA), Vol. 2:2 (2023), 

hlm. 383-400. 

25 Eprillia Mira Neeltje Korompis et al., “Tanggung Jawab Hukum bagi Influencer atas 

Konten Endorse yang Menyesatkan Konsumen”, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 13:2 

(2025).  

26 Gunawan Widjaja et al., “Tanggung Jawab Perdata Influencer terhadap Klaim Produk 

dalam Endorsement: Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 
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apabila terbukti menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. 

Namun, penelitian tersebut juga menggarisbawahi terdapat kekosongan hukum 

yang secara spesifik mengatur peran influencer dalam promosi digital, sehingga 

menimbulkan ketidakjelasan batas tanggung jawabnya dalam praktik. 

Dalam perspektif hukum Islam, praktik endorsement umumnya 

diposisikan sebagai bagian dari akad ijārah (sewa jasa) yang pada dasarnya 

diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Penelitian 

Husna Maulida Putri,27 dan Irwan et al.28 menunjukkan bahwa praktik 

endorsement dapat menjadi tidak sah apabila mengandung unsur tadlīs 

(penipuan), garar (ketidakjelasan), atau bentuk penyimpangan lain yang 

bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah. Hal ini menunjukkan 

bahwa dimensi etika dan keabsahan akad memiliki keterkaitan erat dalam 

menilai praktik promosi oleh influencer. 

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji influencer 

marketing, overclaim, perlindungan konsumen, dan perspektif hukum Islam, 

sebagian besar masih bersifat parsial. Penelitian yang ada cenderung hanya 

menyoroti aspek normatif secara umum atau terbatas pada analisis kehalalan 

 
1999 dan Perkembangan Praktik Digital di Indonesia”, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol. 2:2 

(Juni 2025), hlm. 174-185. 

27 Husna Maulida Putri, “Analisis Praktik Endorsement Ditinjau Dari Hukum Ekonomi 

Syariah (Studi Kasus Pada Selebgram Banjarmasin)”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, 

Economic and Legal Theory, Vol. 2:2 (Juni 2024), hlm. 461-477. 

28 Islamiah Irwan et al., “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Penyedia Jasa 

Endorsement Pada Sosial Media Sosial”, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan 

Mazhab, Vol. 3:3 (September 2022), hlm. 696-707. 
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praktik endorsement tanpa mempertimbangkan objek produk yang berisiko 

tinggi, seperti skincare. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan 

secara langsung praktik promosi dengan pembuktian ilmiah, seperti hasil uji 

laboratorium, sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban hukum. 

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan 

menganalisis pertanggungjawaban hukum influencer secara lebih komprehensif, 

serta mengintegrasikannya dengan perspektif akad ijārah al-‘amal dalam 

kerangka perlindungan konsumen di era digital. 

 

E. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini kerangka teori digunakan untuk menjelaskan 

hubungan normatif antara praktik promosi produk skincare oleh influencer, 

konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban promosi, serta perlindungan 

terhadap konsumen sebagai pihak yang berpotensi dirugikan. Penelitian ini 

menggunakan tiga teori yang saling berhubungan secara sistematis, yaitu teori 

akad ijārah al-‘amal sebagai grand theory, teori pertanggungjawaban hukum 

sebagai middle theory, dan teori perlindungan konsumen sebagai applied theory. 

1. Teori Akad Ijārah al-‘amal (Grand Theory) 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, akad ijārah al-

‘amal dalam hukum Islam. Ijārah al-‘amal merupakan akad sewa jasa di 

mana seseorang (ajīr) memberikan tenaga atau keahliannya kepada pihak lain 

(musta’jir) dengan imbalan ujrah (upah). Pada penelitian ini, influencer 
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diposisikan sebagai ajīr yang memberikan jasa promosi kepada pemilik 

merek sebagai musta’jir. 

Melalui teori ini, kerja sama antara influencer dengan pemilik merek 

dipahami sebagai bentuk akad jasa yang menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi para pihak. Objek akad (ma’qūd ‘alaih) berupa aktivitas promosi harus 

dilakukan secara jelas, profesional, dan sesuai dengan kesepakatan. Dengan 

demikian, teori akad ijārah al-‘amal digunakan untuk menganalisis praktik 

promosi influencer dari perspektif hukum Islam, sekaligus untuk menilai 

kesesuaian praktik promosi tersebut dengan prinsip keadilan dan keterbukaan 

dalam muamalah. 

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum (Middle Theory) 

Teori pertanggungjawaban hukum digunakan untuk mengkaji 

bentuk tanggung jawab influencer dalam perspektif hukum positif Indonesia. 

Secara konseptual, pertanggungjawaban hukum muncul ketika terdapat 

pelanggaran terhadap kewajiban yang mengakibatkan kerugian bagi pihak 

lain. Dalam promosi skincare, kewajiban tersebut berkaitan dengan 

penyampaian informasi yang jelas, benar, serta tidak menyesatkan. 

Teori ini digunakan untuk menilai kedudukan influencer sebagai 

subjek hukum dalam sistem perdagangan melalui media sosial, serta bentuk 

tanggung jawab yang dapat dimintakan kepada influencer, baik perdata, 

administratif, maupun pidana. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban 

hukum menjadi jembatan antara hubungan kontraktual internal (influencer–

pemilik merek) dan konsekuensi eksternal terhadap konsumen. 
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3. Teori Perlindungan Konsumen (Applied Theory) 

Teori perlindungan konsumen untuk menilai sejauh mana sistem 

hukum memberikan jaminan terhadap hak konsumen dalam menghadapi 

praktik promosi oleh influencer melalui media sosial. Berdasarkan pada 

prinsip perlindungan konsumen, setiap konsumen berhak atas informasi yang 

benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan atas suatu produk. Oleh 

karena itu, praktik overclaim dan informasi menyesatkan tidak hanya menjadi 

persoalan etika pemasaran, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak 

konsumen. 

Teori ini digunakan untuk mengevaluasi kecukupan regulasi yang 

berlaku, menilai efektivitas mekanisme pengawasan terhadap promosi digital, 

serta merumuskan konstruksi pengaturan hukum yang lebih ideal dalam 

memberikan perlindungan konsumen di era digital. 

Dengan menggunakan tiga teori tersebut, penelitian ini 

menempatkan praktik promosi skincare oleh influencer dalam kerangka 

analisis yang utuh. Teori akad ijārah al-‘amal ditempatkan sebagai landasan 

konseptual untuk memahami hubungan kerja sama antara influencer dan 

pemilik merek sebagai hubungan jasa (akad ijārah al-‘amal) yang melahirkan 

hak dan kewajiban bagi para pihak. Kemudian, teori pertanggungjawaban 

hukum digunakan untuk menganalisis konsekuensi yuridis apabila dalam 

pelaksanaan promosi terjadi pelanggaran kewajiban penyampaian informasi 

yang benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, teori perlindungan 

konsumen berfungsi sebagai perspektif aplikatif untuk menilai sejauh mana 
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sistem hukum memberikan jaminan terhadap hak konsumen atas informasi 

yang akurat serta mekanisme perlindungan apabila terjadi kerugian. 

  

F. Metodologi Penelitian 

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif-analitis, yang mana didalamnya 

akan mendeskripsikan mengenai norma-norma hukum yang berkaitan dengan 

praktik promosi produk skincare oleh influencer, baik dalam hukum positif 

maupun hukum Islam. Setelah itu mengalisis konsistensi, kecukupan, dan 

efektivitas norma-norma tersebut dalam menjawab persoalan perlindungan 

konsumen di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada 

pemaparan aturan semata, tetapi memberikan evaluasi kritis terhadap 

kekosongan, kelemahan, atau kebutuhan pembaruan hukum. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu berfokus pada analisis 

norma-norma hukum, baik hukum positif (UU Perlindungan Konsumen, UU 

Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik) maupun hukum Islam (teori akad ijārah al-‘amal).29  Pemilihan 

sifat penelitian ini didasarkan pada objek utama kajian berupa aturan, prinsip, 

 
 29 Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, Penelitian Hukum Normatif, (Depok: 

Rajawali Press, 2024), hlm. 1-3. 
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dan doktrin hukum yang mengatur praktik promosi skincare oleh influencer, 

serta rumusan masalah yang berorientasi pada analisis normatif, 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, pertama, pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah relevansi UU 

Perlindungan Konsumen, UU ITE, PP Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik, KUH Perdata, regulasi BPOM, serta fatwa DSN-MUI tentang 

Akad ijārah. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk 

memahami konsep misleading advertising, overclaim, tanggung jawab 

influencer, dan prinsip syarih dalam akad ijārah al-‘amal. Ketiga, pendekatan 

kasus (case approach) untuk mengkaji kasus-kasus overclaim dan informasi 

menyesatkan dalam promosi skincare oleh influencer yang telah 

terdokumentasi secara publik dalam bentuk laporan resmi lembaga pengawas, 

hasil uji laboratorium independen, maupun konten yang telah beredar dan 

dapat diverifikasi di platform digital. 

Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan hukum 

antara influencer, pelaku usaha, dan konsumen secara komprehensif. Analisis 

kasus ini dilakukan untuk menguji konsistensi dan kecukupan norma hukum 

yang berlaku dalam menghadapi persoalan konkret. 

4. Sumber Bahan Hukum 
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Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dibedakan 

berdasarkan fungsi dan tingkat kekuatan normatifnya, sebagaimana 

dirumuskan oleh Soerjono Soekanto.30 

Bahan hukum primer merupakan norma-norma hukum yang bersifat 

mengikat dan berfungsi sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini. 

Meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik beserta perubahannya; Peraturan Pemerintah Nomor 80 

Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; serta peraturan 

BPOM yang mengatur pengawasan kosmetik dan iklan produk kesehatan di 

platform digital. 

Bahan hukum sekunder terbagi dua, pertama adalah bahan hukum 

sekunder doktrinal, yang mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, dan 

kajian fikih muamalah yang membahas perlindungan konsumen, transaksi 

elektronik, garar, tadlīs, amanah, dan ijārah al-‘amal. Kedua adalah bahan 

hukum sekunder non-doktrinal, yaitu dokumen publik yang terdokumentasi 

secara terbuka dan berfungsi sebagai representasi fenomena yang menjadi 

objek penelitian normatif, berupa konten promosi influencer, respons 

konsumen di media sosial, pernyataan resmi pelaku usaha, rilis BPOM, dan 

dokumentasi investigatif yang dipublikasikan secara terbuka. 

 
30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52. 
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Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber 

penunjang lain yang membantu memperjelas makna istilah teknis dalam 

proses analisis. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui 

dua metode. Pertama, studi kepustakaan (library research) dilaksanakan 

secara sistematis untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder 

doktrinal. Penelusuran terhadap bahan hukum primer dilakukan melalui situs 

resmi lembaga yang berwenang. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui 

penelusuran basis data jurnal nasional dan internasional, repositori akademik, 

serta publikasi resmi lembaga pengawas seperti BPOM dan DSN-MUI. 

Kedua, penelusuran sumber digital terbuka (open digital source 

research) untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder non-doktrinal. 

Penelusuran dilakukan pada platform media sosial seperti TikTok, Instagram, 

dan YouTube dengan fokus pada konten promosi skincare yang 

dipublikasikan secara terbuka. Data yang dikumpulkan meliputi unggahan 

influencer, komentar konsumen, pernyataan resmi merek, serta dokumentasi 

investigatif yang relevan dengan isu overclaim dan informasi menyesatkan. 

Seluruh bahan dipilih berdasarkan relevansi, keterbukaan akses, serta 

kemudahan verifikasi guna mendukung validitas akademik penelitian ini 

secara objektif dan sistematis. 

6. Analisis Bahan Hukum 



 
 

 

18 

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif-kualitatif dalam kerangka penelitian hukum normatif melalui tiga 

tahap.  

Tahap pertama adalah deskripsi, yaitu memaparkan fenomena faktual 

berdasarkan bahan hukum sekunder non-doktrinal serta menjelaskan norma 

hukum yang berlaku berdasarkan bahan hukum primer. Konten promosi 

influencer, pernyataan produk, dan respons konsumen digunakan untuk 

menggambarkan praktik promosi skincare di media sosial. 

 Tahap kedua adalah interpretasi, yakni menafsirkan makna, ruang 

lingkup, dan tujuan norma hukum dengan menggunakan penafsiran 

gramatikal, sistematis, dan teleologis. Pada tahap ini, teori perlindungan 

konsumen, transaksi elektronik, dan prinsip syariah digunakan untuk 

memahami hubungan antara norma hukum dan praktik digital. 

 Tahap ketiga adalah evaluasi, yaitu menilai kecukupan, kekosongan, 

maupun disharmonisasi pengaturan terkait pertanggungjawaban influencer 

atas promosi yang mengandung overclaim dan informasi menyesatkan. 

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menemukan makna 

hukumnya, menguji konsistensi antar norma, serta merumuskan konstruksi 

pengaturan yang lebih memadai dalam melindungi konsumen di era digital. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika Pembahasan adalah struktur atau alaur penulissan dalam 

penelitian ini, yang disusun secara sistematis dari bagian awal hingga bagi akhir, 
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untuk memudahkan pembaca memahami arah penelitian. Sistematika penulisan 

dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama, yaitu sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan menyajikan gambaran umum tentang topik yang 

akan dibahas oleh penulis. Dalam bab ini, terdapat penjelasan mengenai latar 

belakang permasalahan yang menjadi alasan dilakukannya penelitian, 

perumusan permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini 

berfungsi sebagai dasar yang membantu pembaca memahami konteks dan arah 

penelitian yang berkaitan dengan praktik promosi produk kesehatan oleh 

influencer di media sosial.  

Bab II menyajikan tinjauan teoritis, di mana penulis akan menjelaskan 

dasar-dasar teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu teori ijārah al-

‘amal, teori pertanggungjawaban hukum dan teori perlindungan konsumen. 

Teori-teori tersebut berfungsi sebagai alat analisis yang akan diguna kan oleh 

penulis dalam penelitian ini. 

Bab III pada ini akan membahas mengenai gambaran umum tentang 

praktik promosi produk skincare oleh influencer melalui media sosial.  

Bab IV bab ini sebagi jawaban dari rumusan masalah, yaitu berisi 

analisis terkait pertanggungjawaban hukum influencer dan konstruksi 

pengaturannya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. 

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas 

penulisan tesis.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah, penelitian ini menghasilkan 

tiga kesimpulan utama yang saling berkaitan.  

Pertama, dari perspektif hukum positif, influencer tidak secara otomatis 

dikualifikasikan sebagai pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Meskipun demikian, influencer tetap dapat dimintai 

pertanggungjawaban melalui ketentuan dalam UU ITE dan konsep perbuatan 

melawan hukum dalam KUH Perdata. Posisi influencer yang membangun 

kepercayaan publik menimbulkan kewajiban kehati-hatian dalam menyampaikan 

informasi produk. Mekanisme pertanggungjawaban yang ada saat ini masih 

menghadapi keterbatasan, terutama karena belum adanya pengaturan khusus 

mengenai influencer dalam perlindungan konsumen. 

Kedua, dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara influencer dan 

pemilik merek termasuk dalam akad ijārah al-‘amal. Praktik promosi yang 

mengandung overclaim berpotensi mengandung unsur garar, dan dapat 

berkembang menjadi tadlīs apabila terdapat unsur kesengajaan dalam penyampaian 

informasi yang tidak benar, sehingga dapat memengaruhi keabsahan akad, dari 

yang semula sah menjadi fasid, bahkan dapat menjadi batal apabila cacat telah ada 

sejak awal, serta berimplikasi terhadap keabsahan ujrah yang diterima. Kaidah lā 

ḍarar wa lā ḍirār juga menegaskan bahwa influencer memiliki tanggung jawab 

terhadap konsumen yang dirugikan. Baik hukum positif maupun hukum Islam pada 
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dasarnya sama-sama mengakui adanya tanggung jawab influencer, meskipun 

melalui pendekatan yang berbeda. 

Ketiga, Penelitian ini juga menunjukkan perlunya pembentukan regulasi 

yang secara khusus mengatur influencer dalam promosi digital. Pengaturan tersebut 

perlu memuat definisi influencer komersial, kewajiban verifikasi produk, 

transparansi hubungan komersial, mekanisme pengawasan, serta sistem sanksi yang 

efektif. Penguatan regulasi ini dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip syariah 

seperti amanah, larangan garar dan tadlīs, serta kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār guna 

memperkuat perlindungan konsumen di era digital. 

B. Saran  

Merujuk terhadap temuan sebelumnya, selanjutnya penulis menyatakan bahwa 

penelitian ini memiliki keterbatasan. Terdapat beberapa saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

Pertama, kepada peerintah dan lembaga berwenang, diperlukan 

pembentukan regulasi yang lebih jelas mengenai influencer dalam praktik promosi 

digital, baik melalui revisi peraturan yang ada maupun pembentukan aturan khusus. 

Regulasi tersebut sebaiknya memuat kewajiban verifikasi informasi produk, 

transparansi kerja sama komersial, serta mekanisme pengawasan dan sanksi yang 

lebih efektif terhadap promosi yang menyesatkan. 

Kedua, kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan karena berfokus pada pendekatan normatif. Oleh karena itu, penelitian 

berikutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai praktik influencer 
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marketing, efektivitas pengawasan pemerintah, maupun bentuk perlindungan 

hukum yang dirasakan langsung oleh konsumen dalam transaksi digital. 

Penelitian empiris yang dimaksud dapat diarahkan, misalnya, pada survei 

terhadap konsumen yang pernah membeli produk skincare berdasarkan 

rekomendasi influencer untuk mengukur tingkat kerugian yang benar-benar 

dirasakan, baik secara finansial maupun psikologis. Penelitian lain dapat berfokus 

pada evaluasi efektivitas penandaan konten berbayar yang telah diterapkan oleh 

platform media sosial, untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar 

meningkatkan transparansi atau hanya berhenti pada kepatuhan formal yang tidak 

diikuti pemahaman konsumen secara substantif. 
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